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P  U  T  U  S  A  N

Nomor 457/Pdt.G/2015/PA.Pwl

 بسم الله الرحمن الرحيم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai 

Talak yang diajukan oleh: 

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, 

bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai 

Pemohon.

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu 

rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, sebagai 

Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat 

bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan. 

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar 

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 

457/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 10 Nopember 2015 telah mengemukakan dalil-

dalil permohonannya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah 

pada hari Selasa tanggal 15 Februari 1994 M. bertepatan dengan 

tanggal 4 Ramadhan 1414 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 

505/25/II/1994, tertanggal 28 Februari 1994, yang diterbitkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa.
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2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal 

di rumah tante Termohon di Lingkungan Minanga, Kelurahan Messawa dan 

terakhir di rumah bersama di Lingkungan Batusawah, Kelurahan Messawa, 

Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa selama 21 tahun 4 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 

empat orang anak, masing-masing bernama: ANAK PEMOHON DAN 

TERMOHON keempat anak tersebut dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2004, rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan 

Termohon sudah tidak memperhatikan Pemohon sebagai seorang suami 

yang lebih mementingkan urusan keluarga Termohon dari pada urusan 

keluarga Pemohon, dan jika dinasehati Termohon mengatakan "saya tidak 

akan mengulangi sikap tersebut".

5. Bahwa pada bulan Juni 2015 puncak terjadinya perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan Termohon ternyata tidak merubah sikapnya yang 

tidak memperhatikan Pemohon sebagai seorang suami dan lebih 

mementingkan keluarga Termohon sendiri, sehingga Pemohon langsung 

pergi Termohon dan pulang ke rumah teman Pemohon karena sudah tidak 

tahan atas sikap Termohon tersebut.

6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang 

hingga saat ini sudah berjalan 5 bulan, Pemohon pernah memberikan 

nafkah lahir kepada anak-anak Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah 

tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan 

jalan terbaik.

8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.

9. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar 

Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan 

penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya 

meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat 
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Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk 

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini 

berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i 

terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama 

Polewali.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim 

salinan penetapan Ikrar Talak ini yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat 

tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di 

tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan 

perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/

kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas 

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan 

niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan 

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 505/25/II/1994, tertanggal 28 Februari 

1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, 

Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan 

dengan aslinya dan ternyata cocok distempel pos kemudian diberi kode P.

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam,  pekerjaan petani, bertempat 

tinggal di Lingkungan Katapi, Kelurahan Messawa, Kecamatan 

Messawa, Kabupaten Mamasa, di bawah sumpah telah memberikan 

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah 

sahabat saksi.

• Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah salah 

seorang keluarga Termohon dan setelah punya rumah bersama di 

Kelurahan Messawa, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, 

Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama tersebut dan 

awalnya rukun berumah tangga dan telah dikaruniai empat orang anak.

• Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga 

bulan yang lalu.

• Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah 

Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama 

dan menurut informasi dari Pemohon antara Pemohon dan Termohon 

sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak memperhatikan 

keperluan Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon.

• Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah menemui Termohon, 

demikian pula Termohon tidak pernah menemui Pemohon, dan setahu 
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saksi Pemohon biasa memberi nafkah kepada Termohon dan anak-

anaknya.

• Bahwa saksi selaku sahabat sering menasehati Pemohon agar kembali 

rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat 

tinggal di Lingkungan Tondo Tallu, Kelurahan Messawa, Kecamatan 

Messawa, Kabupaten Mamasa, di bawah sumpah telah memberikan 

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon 

adalah sahabat saksi.

• Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah 

kerabat Termohon kemudian setelah mempunyai rumah bersama 

Pemohon dan Termohon tingal rumah bersama tersebut dan awalnya 

rukun berumah tangga dan telah dikaruniai empat orang anak, tetapi 

sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 

satu tahun yang lalu.

• Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah 

Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama 

Pemohon dan Termohon dan menurut cerita Pemohon antara Pemohon 

dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak 

memperhatikan keperluan Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat 

Pemohon.

• Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah menemui Termohon, 

demikian pula Termohon tidak pernah menemui Pemohon, dan menurut 

informasi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon 

selama pisah tempat tinggal.

• Bahwa saksi selaku teman sering menasehati Pemohon agar kembali 

rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 457/Pdt.G/2015/PA.Pwl
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Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu 

apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan 

Termohon, dan telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua Berita Acara 

Sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN  HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut 

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan 

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di 

persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud 

pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, 

namun demikian majelis tetap berupaya menasehati Pemohon agar 

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak 

berhasil.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua 

Majelis telah membacakan permohonan yang isi dan maksudnya tetap 

dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani 

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi 

sebagaimana tercantum dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut 

menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon yaitu 

sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan 

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan 

rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan juga berpisahnya Pemohon 

dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan 

rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan juga berpisahnya Pemohon 

dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 457/Pdt.G/2015/PA.Pwl
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian 

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang 

saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti 

fakta kejadian sebagai berikut:

• Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.

• Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga 

Termohon, kemudian setelah mempunyai rumah bersama Pemohon dan 

Termohon tinggal rumah tersebut.

• Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya 

rukun dan telah dikaruniai empat orang anak, tetapi sekarang Pemohon dan 

Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan.

• Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah Pemohon 

pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama.

• Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menemui 

Termohon, demikian pula Termohon tidak pernah menemui Pemohon dan 

masih ada pemberian nafkah dari Pemohon kepada Termohon.

• Bahwa Pemohon sering dinasehati agar kembali rukun dengan Termohon, 

tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

• Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohont telah pecah dan tidak dapat 

dirukunkan kembali.

• Bahwa antara Pengugat dengan Termohon sudah tidak menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya masing-masing.

• Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan 

dengan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

Islam yang terkandung dalam:
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alqur’an surah Ar-Rum ayat 21:

                        

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Petunjuk firman Allah SWT. dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 227 

al-Qur’an yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang 

berbunyi:  

يمٌ     ِ ل يعٌ عَ هَ سَمِ ّ إنِ� الل لاَقَ فَ عزَمَوُاْ الط� وإَنِْ 
Terjemahnya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, 

maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/

AG/1995 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam 

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka 

rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan 

perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 

Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi  

Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo  Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum syar’i dan perundang-

undangan yang terurai di atas, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa 

permohonan Pemohon a quo telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan 

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 457/Pdt.G/2015/PA.Pwl
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tanpa kehadiran Termohon (verstek), yaitu dengan memberi izin kepada 

Pemohon untuk  mengikrarkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan 

persidangan Pengadilan Agama Polewali pada waktu yang akan ditentukan 

kemudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali 

diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada 

Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal 

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan 

Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka 

sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 

yang tidak diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 

Tentang Peradilan Agama,  maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini 

dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

perkara ini.        

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

datang menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i 

terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama 

Polewali.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan 

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Messawa, 

Kabupaten Mamasa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
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5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah            

Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal  16 Desember 

2015 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1437 H., oleh Siti Zainab 

Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, 

S.HI., M.HI. dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada 

hari itu juga putusan tersebut diucapkan  dalam sidang terbuka untuk umum 

dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad, Panitera Pengganti dengan dihadiri 

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.         Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Rajiman, S.HI Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad 

Perincian biaya:

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK perkara : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 510.000,00

-  Redaksi : Rp 5.000,00

-  Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 601.000,00

   (enam ratus satu ribu rupiah).
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